
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daeran Otcnomi di Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
(Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tr hun 2007 tentang 
Pembe-itukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi 
Sumatera 1Jtara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Len.baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lemba:an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 
4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang La.was Nomor 
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Knbupaten Padang Lawas, 
mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut 
mengenai kedudukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 
Per: turan Bupati tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang 
Law.is; 

"lUPATI PADANG LAWAS, 

DENGAN RA~IMAT 1'UHAN YANG MAHA ESA 

SUSTJNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 

TENT ANG 

PROVINS! SUMATERA UTARA 
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 

NOMOR : .3 2. TAHUN Z a 16 

RUPATI PADANG LAWAS 

a 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Feraturan Bupati im yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas. 
2. Pemerinta han Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

3USUNAN 
P:G.RI NGKAT 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA ICER,JA 
DAERJ\H KABUPA'fEN PADANG LAWAS 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

11. Peraturan Daerah Ka.bupaten Padang Lawas Nomor 05 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat .Jaerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 
05). 

9. 

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun :2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonasia Nomor 5495); 

7. TJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~014 Nomor 244, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Undar.g-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
I d ninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonenia Tarun 2C05 Nomor 165, Tambahan 
Lemiaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangxat Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 

10. 



(1) Dengan Peraturan Bupnti ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah, terd-ri dari: 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah; 
c. Inspektorat; 
d. Dinas; 
e. Badan;dan 
f. Kecamatan. 

(2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada lampiran dan 
merupakan bagian yang tida.k terpisa.hkan dari Pcraturan Bupati ini. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

pemerintah daerah clan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dala:n Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Dearah rang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Pudang Lawas. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat UP~ adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Dearah. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan F'akya, Daerah Kabupaten dalam rnenyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 

7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut 
dengan nama lain adalah Perda Kabupaten. 

8. Urusan Femerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakul.an oleh Kementerian 
Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

9. Sekretariat Daerah adalah Sekrctariat Daerah Kabupaten Padang Lawas. 
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas. 
11. Ins pektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas. 
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas. 
13. Badan Daerah adalah Padan Daerah Kabupaten Padang Lawas. 
14. Kecamatan adalah Kecamata.n Daerah Kabupaten Padang Lawas. 
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu. 

16. Unit Pelaksana Teknis Badan , adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk 
melaksanakan keg atan teknis operasional darr/atau kegiatan teknis 
penunjang t.ertentu. 

.. ' 



(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, tercliri dari: 
a. Bagian Administrasi Pemei intahan Umum: 

1. Subbag Tata Pemerintahan; 
2. Subbag Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan 
3. Subbag Pertanahan dan Perbatasan. 

b. Bagian Hukum: 
1. Subbag Perundang-Undangan; 
2. Subbag Bantuar, Hukum dan HAM; dan 
3. Subbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum. 

c. Bagian Kesej..hteraan ~akyat: 
1. Subbag Kesejahteraan Rakyat; 
2. Subbag Bir a Mental dan Keagamaan; dan 
3. Subbag Sarana dan Prasarana Kesejahteraan. 

(2) Asisten Perekunom1an dan Pembangunan, terdiri dari: 
a. Bagian Perekonomian: 

1. Si.bbag Perekonornian ; 
2. Subbag Produksi dan BUMD; dan 
3. Suhbag Sumber Daya Alam. 

b. Bagian Administrasi Pembangunan: 
1. Subbag Penyusunan Prograrn, Administrasi Pelaksanaan dan 

Kebijakan Pembangunan; 
2. Subbag Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; dan 
3. Subbag Koordinasi PUPR, Perkim dan Lingkungan Hiuup. 

(3) Asisisten Administrasi Umum, terdiri dari: 
a. Bagian Umum dan Perlengkapan: 

1. Subbag Tata Usaha; 
2. Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 
3. Su bbag Keuangan. 

b. Bugian Organisasi: 
1. Subbag Kelembagaan; 
2. Subbag Ketatalaksanaan; dan 
~. Subbag Analisis Jabatan dan Akuntabilitas. 

c. Bagian Humas: 
1. Subbag Protokol; 
2. Sub bag Pemberitaan; dan 
3. Subbag Dokurientasi dan Perjalanan Dinas. 

(4) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), (2), dan (3) dipirnin oleh seorag Asisten yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; 

(5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH 
Pasal 4 

I. Organisasi Sekretar iat Daerah terdiri dari: 
a. Sekretaris Daera'r; 
b. Asisten Sekretaris Daerah; 
c. Staf Ahli; 
d. Bagian; 
e. Sub Bagian; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kesatu 
SEKRETARIAT DAERAH 

Pasal 3 

·~ . 



( 1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari: 
a. Inspektur; 
b. Sekretariat +erdir , dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; 
2. Subbag Evaluasi dan Pelaporan; dan 
3. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
d. Inspektur Pembantu Wilavah II; 
e. Inspektnr Pembantu Wilayah III; 
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercanturn dalam 
lampiran IV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Keempat 
INSPEKTORAT DAERAH 

Pasal 7 

(1) Orgauisasi Sekretariat Dewr ,n Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari: 
a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum dan Kepe gawaian, terdiri dari: 

1. Subbag Umum; 
2. Subbag Humas de n Protokol; dan 
3. Subbag Kepegawa an. 

c. Bagian Perencanaan Ian Keuangan, terdiri dari: 
1. Subbag Program dan Anggaran; 
2. Subbag Pembukuan dan Pelaporan; dan 
3. Subbag Verifikasi. 

:1. Bagian Legislasi dan Persidangan, terdiri dari: 
1. Subbag Hukum dan Perundang-Undangan; 
2. Subbag Persidangan dar- Risalah; dan 
3. Subbag Penyelenggaraan Pengawasan. 

e. Kelompok Jabatan Fur:gsional. 
(2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercanturn dalam lampiran 

III merupakan Bagian y· ng tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

:Ragian Ketiga 
SEKRETARIA'f DEWAN PER\V.AKILAN RAKYAT DAERAH 

Pasal 6 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nomenklatur Staf Ahli Bupati 
Padang La.was, terdiri dari: 
a. Staf Ahli Bupati Bidang Ilukum dan Politik; 
b. Sta" Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

dan 
c. Staf Ahli Bupat.. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. 

(2) Bagan Organisasi Staf Ahli sebagairnana tercantum dalam lampiran II 
merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

B-igian Kedua 
STAF AHLI BUPATI 

Pasal 5 

'• . 



( 1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari: 
a Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Pen acanaan dan Keuangan; dan 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari: 
1. Seksi Pemberdaya.an Pemuda; 
2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan 
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda. 

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari: 
1. Seksi Pembibitai., IPTEK dan Tenaga Keolahragaan; 
2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan 
3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. 

e. Bidang Pariwisata, terdiri dari: 
1. Seksi Pelayanan Pru iwisata; dan 
2. Seksi Pembinaan dan Pengembanga n Pariwisata. 

f. Kelompok J aba can Fungsional; 
(2) Bagan Organisas: Dinas Kepemu.daan, Olah Raga dan Pariwisata 

sebagaimana tercantum dalam lampiran VI rnerupakan Bagia.n yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 

Pasal 9 

(1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Umum; 
2. Subbs.g Keuangan; dan 
3. Subbag Program. 

c. Bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, terdiri dari: 
1. Seksi Kurikulum; 
2. Seksi Pendidik/Tenaga Kependidikan; dan 
3. Seksi Bantuan dan Peningkatan Mutu Siswa. 

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan InFormal, terdiri dari: 
1 Seksi Pendidikan Anak U sia Dini; 
2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan 
3. Seksi Pendidikan Kesetaraan. 

e. Bidang Sarana Prasar.ina, terdiri dari: 
1. Seksi Pengadaan dan Bantuan; 
2. Seksi Inventaris dan Pemeliharaan.; dan 
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari: 
1. Seksi Cagar Budaya; 
2. Seksi Sejarah dan Niiai Budaya; dan 
3. Seksi Pembinas 1 Kesenian; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran V merupakan Bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
DINAS DAERAH 
Bagian Kesa tu 

DIN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
Pasal 8 



( 1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian; 
(2) Subbag Keuargan; dan 
(3) Subbag Perenx.naan dan Pelaporan. 

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari: 
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan 

Tinda.k Kekerasan; 
2. Seksi Rehabilitasi .Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; 

dan 
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak. 

d. Bidang Perlindungan dan Jami ian Sosial, terdiri dari: 
1. Seksi Jaminan s. -sial; 
2. Seksi Perlindung.,n Sosial; can 
3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Benca.na. 

e Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari: 
1. Seksi Pemberdayaan Sosial; 
2. Seksi Penge:nbangan Potensi Sumber ;"~esejahteraan; dan 
3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. 

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari: 
1. Seksi Identifikasi dan P .... mguatan Kapasitas; 

Bagian Keen1pat 
DINAS ~OS!AL 

Pasal 11 

( 1) Organisasi Dinas Ke sehatan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Program Informasi dan Humas; 
2. Subbag Keuangan dan Pengelolaan: dan 
3. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Kesehatan, terdiri dari: 
1. Seksi Kesehatan .eluarga dan Gizi; 
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah R ga. 

d. Bidang Pencegahan dan Pengeridalian Penyakit, terdiri dari: 
1. Seksi Surveilans dar. Imunisasi; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 
3. Seksi Pence gahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan 

Kesehatan .J'wa, 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; 
2. Seksi Pelayanan Keseha.an i ujukan; dan 
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional. 

f. Bidang 3umber Daya Kesehat.an, terdiri dari: 
1. Seksi Kefarmasian; 
2. Seksi Alat Kesehatandan PKRI; dan 
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

g Kelompok J abatan Fungsioual; 
(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum calam lampiran 

VII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bag· an Ketiga 
DINAS KESEHATAN 

Pasal 10 



(1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdir. ( ari: 

1. Subbag Perencanaan Program dan Pelaporan; 
2. Subbag Kepegawaian, Umum dan Keuangan. 

c. Bidang Pemerin+ahan Desa, terdiri dari: 

Bagiau Keenam 
DINAS PEMBERDAYAAN MASY.\RAKAT DAN DF'.,SA 

Pasal 13 

(1) Organisasi Dinas Pen -endalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempua. ... 1 dan Perli .idungan Anak terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan; 
2. Subbag Tata Usaha; dan 
3. Subbag Keuangan dan Sarana. 

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri 
dari: 
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; 
2. Seksi Penyuluhan clan Pendayagunaan PLKB; dan 
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan lnforrnasi Keluarga. 

d. Bidang Keluarga B< rencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 
terdiri dari: 
1. Seksi J aminan Bt-r- KB; 
2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan 
3. Seksi Keta. ianan dan Kesejahteran Ke]uarga. 

e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, terdiri 
dari: 
1. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan 

Perernpuan l3idang Ekonomi; 
2. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan 

Percmpuan Bidang Sosh! Pclitik dan Hukurr..; dan 
3. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi. 
f. Bidang Perlindungan Hr-k Perempuan Perlindungan Khusus Anak, dan 

Pemen.ihan Hak Anak, terdiri dari: 
1. Seksi Perlindungan ?erempuan dan Data Kekerasan Perempuan; 
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak; dan 
3. Seksi Pemetaan Hak Anak Data dan Informasi Anak. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Perr, berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum 
dalam lampiran IX meru pakan Bagi an yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PE·RLINDUNGAN ANAK 
Pasal 12 

2. Seksi Pendampingan dan Pernberdayaan Fakir Miskin; dan 
3. Seksi Bantuan Stimulant dan Penataan Lingkungan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Organisasi Din as Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII 

merupakan Bagian yai.g tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(1) Organisasi Satuan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Administrasi dan Kepegawaian; 
: . Subbag Keuangan clan Perlengkapan; dan 

Bagian Kedelapan 
SATU.'\N POLIS! PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Pasal 15 

(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: 
a. K epala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi; 
2. Subbag Keuangan; clan 
3. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 
1. Seksi Identitas Penduduk; 
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 
3. Seksi P~ng!!t!!!!P Penduduk 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari: 
1. Seksi kelahir an; 
2. Seksi Perkawinan clan Perceraian; dan 
3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. 

' Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari: 
1. Seksi Sistem Informasi Kependudukan: 
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data kepencluclukan; clan 
3. Seksi Tata Kelola dan Surnber Daya Menusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, tercliri dari: 

1. Seksi Kerja Sama; 
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan 
3. Seksi Inovasi Pelayanan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Organisasi Liinas Kependudukan clan Pencatatan Sipil sebagaimana 

tercantum dalam le mpiran XI rnerupakan Bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh 
DINAS ICI P'ENDUDUKAN DAN PENCA1'ATAN SIPIL 

Pasal 14 

1. Seksi Penataan Desa · 
2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa; d.m 
3. Seksi Administrasi I'emerintahan Desa. 

d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari: 
1. Seksi Pembangunan dan Gotong Royong; 
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan 
3. Seksi BUMDES, UEM dan TfG. 

e. 3idang Pemberdayan Masyarakat Desa, terdiri dari: 
1. Seksi Kemasyarakatan Desa; 
2. Seksi Pemberdayaan Desa Binaan dan PKK; dan 
3. Seksi Data Profil Jan Evaluasi Perkembangan Desa. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana 

tercantum dalam lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



(1) Organisasi Dinas Kopera si UKM, Perindustrian dan Perdagangan te-diri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Umum; 
2. Subbag Keuangan; dan 
3. Subbag Program. 

c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari: 

Bagian Kesepuluh 
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Pasal 17 

(1) Organisasi Dinas Penar aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbag Program, Pelaporan Keuangan. 

c. Bidang Pengembangan Iklim Investasi, terdiri dari: 
1. Seksi Perenca ? an Investasi; 
2. Seksi Promosi; dan 
3. Seksi Kerjasama. 

J. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari: 
1 Seksi Pelayanan Perizinan; 
2. Seksi Non Pe; izinan; dan 
3. Seksi Verifikasi Perizinan. 

e. Bidang Pengendalia.n Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari: 
1. SeksiPengendalian; 
2. Seksi Monitoring ·valuasi; dan 
3. Seksi Data dan Informasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Br.gan Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana tercantum dalam lampiran XJTI merupakan Bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pei aturan Bupati ini. 

Bagiar ... Kesembifan 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Pasal 16 

3. Subbag Perencar- 1.an, Evaluasi dan Pelaporan. 
c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari: 

1. Seksi Penegakan dan Hubungan Antar Lembaga; dan 
2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan. 

d. Bidang Operasional dan Pengamanan, terdiri dari: 
1. Seksi Peningkatan SDA; dan 
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan. 

e. Bidang Pemoina.an dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari: 
l. Seksi Pembi: iaan Satuan Linrnas dan Kewaspadaan Dini; dan 
2. Seksi Data, Informasi, Pelatihan dan Mobilitas Perlindungan 

Masyarakat. 
f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari: 

1. Seksi Pemadaman dan Pengendalian; dan 
2. Sekei Pencegahan dan Penyelamatan. 

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 
sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan Bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(1) Organi.sasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 
terdiri dari: 

Bagian Kedua Belas 
DINAS PERUMAHAl4, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 

Pasal 19 

(1) Organisasi Dinas Pc kerjaan Umum terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat Dinas, terdiri dari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; 
2. Su bbag Keuangan; dan 
3. Suboag Perlengkapan. 

c. Bidang Pemanfaatan dar, Penataan Ruang, terdiri clari: 
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang: 
2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 
3. Seksi Pengendalian Ruang. 

d. Bidang Cipta Karya dan Pertamanan, terdiri dari: 
1. Seksi Pertamanan dan Penerangan; 
2. Seksi Tata Bangunan; dan 
J. Seksi Pemeliharaan Keciptakaryaan 

e. Bidang Bina Program, terdiri dari: 
1. Seksi Survey dan Pendataan; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
3. Seksi Fenyusunan Program. 

f. Bidang Bina Marga, tenliri dari: 
1. Seksi J alan; 
2. Seksi Jembatan; dan 
3. Seksi Peme..iharaa:r. .Jembatan dan Jalan. 

g. Bidang Pengairan trediri dari: 
1. Seksi Bendungan dan irigasi: 
2. Seksi Sungai, Waduk dan Rawa; dan 
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan. 

h. Kelompok Jabatan Fungsiona.1. 
(2) Bagan Dinas Pekerj aan Uinum sebagaimana rercantum dalam lampiran XV 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesebelas 
D:NAS PEKERJAAN UMUM 

Pasal 18 

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM; dan 
2. Seksi Permodalan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam. 

d. Bidang Perindustrian terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan Usaha IKM; dan 
2. Seksi Promosi dan Iuvestasi. 

e. Bidang Perdagangan, terdiri dari: 
1. Seksi Bina U saha Perdagangan dan J asa; dan 
2. Seksi Pengav asan dan Perlindungan Kunsumen. 

f. Bidang Pasar, tcrdiri dari: 
1. Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar; dan 
2. Seksi Pembinaan Pasar. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran XIV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ir. •. 



(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

Bagian Keempat Belas 
DINAS TENAGA KERJA 

Pasal 21 

(1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Umnm dan Kepegawaian; dan 
2. Subbag Program dan Keuangan. 

c. Bidang Per ataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari: 
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan: 
2. Seksi Pengaduan Jan Penegnkan Hukum; dan 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas. 

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengedalian Pencemaran, 
terdiri da-i: 
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan 
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

e. Bidang Kehutanan; 
1. Seksi Pengelolaan Hutan; dan 
'2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga. 

f. ,Celompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran XVII mer upakan Bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga Belas 
DINAS LIN ,KUNGAN HIDUP DAN KEHUT·ANAN 

Pasal 20 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat terdir i dari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; da.i 
2. Subbag Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Perumahan, Terdiri dari: 
1. Seksi Pengendalian F erumahan; 
2. Seksi Pembanzunan Perumahan; dan 
3. Seksi Pengeml,angan Pcrumahan. 

d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari: 
1. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman; 
2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan 
3. Seksi Pertamanan d.in Pemakaman. 

e. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi, terdiri dari: 
1. Seksi Pengujian KenJaraan; 
2. Seksi Sarana dan Pr asarana . dan 
3. Seksi Keselamata 1 Lalu Lintas. 

f. Bidang Lalu Lintas dun Angkuta 1 Jalan; 
1. Seksi Rekayasa .Julan dan Data; 
2. Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas; dan 
3. Seksi Angku tan dan Terminal. 

6. Kelompok .Jabat-in Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Perurnahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI merupakan Bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bur ati ini. 



(1) Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari: 
L Kepala Dinas; 

Bagian Keena.m Belas 
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 

Pasal 23 

( 1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Program; lan 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari: 
1. Seksi Lahan dan Irigasi; 
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan 
3. Seksi Iklim ( an Perlindungan Tanaman. 

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari: 
1 Seksi Perbeniha.n; 
2. Seksi Produksi; dan 
3. Seksi Pengolahan clan Pemasaran. 

e. Bidang F'erkebunan, terdiri dari: 
1. Seksi Perbenihar ; 
2. Seksi Produksi; uan 
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran. 

f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari: 
1. Seksi Kelernbagaan dan Kemitraan; 
2. Seksi Ketenagaan; can 
3. Seksi Metode dan Informasi. 

g. Kelompok -Jaba.an Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Per .anian sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima Belas 
DINAS PERTANIAN 

Pasal 22 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. SuLbag Tata Usaha; dan 
2. Subhag Keungan dan Program. 

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri dari: 
1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produl tivitas; 
2. Seksi Pelatihan Kerjn; dan 
3. Seksi Kelembagaan Pelarihan. 

d. Bidang Hubungan Industrial jan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri 
dari: 
l. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 
:L Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan 
3. Seksi Persyaratan Kerja. 

" Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
terdiri dari: 
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Trasrnigrasi; 
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan 
3. Seksi ESDM. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



( 1) Organisasi Dinas Komunikasi dan lnformatika terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari: 
1. Seksi Informasi Pu blik; 
2. Seksi Media, Kernitraan dan Diseminasi Pu blik; dan 
3. Seksi Telekornurrkasi. 

d. Bidang E-Government, terdiri dari: 
1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi; 
2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi; dan 

Bagian KedeJapan Belas 
DINAS KOMUNIKl~SI DAN INFORMATIKA 

Pasal 25 

( 1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi; dan 
2. Subbag Umum. 

c. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari: 
1. Seksi Ketersediar n Pangan; 
2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan 
3. Seksi Kerawanan Pangan. 

d. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 
1. Seksi Distribusi Pangan; 
2. Seksi Harga Pangan: dan 
3. Seksi Cadangan Pangan, 

e. Bidang Konsums: clan Keamanan Pangan, terdiri dari: 
1. Seksi Konsurr.sr Pangan; 
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan 
3. Seksi Keamanan Pangan. 

f. Kelompok Ja.batan Pungsional. 
(2) Bagan Dinas Ketalanan Pangan sebagaimana tercariturn dalam lampiran 

XXI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh Belas 
DINAS KETAHANAN PANGAN 

Pasal 24 

b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Subbag Umum dan Keuangan; dan 
2. Subbag Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Perikanan, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembai.gan Usaha Perikanan; 
2. Seksi Produksi Perikanan; dan 
3. Seksi Pengolahan hasil Perikanan. 

d. Bidang Peternakan , terdiri dari: 
1. Seksi Kesenatan Hewan; 
2. Seksi Produksi Petemakan; dan 
3. Seksi Penge. nbangan Usaha Pet.ernakan. 

e. Kelompok Jaba1 an Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran XX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini 



(1) Organ.sasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan 
2. Subbag Umum dan .{epegawaian. 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja 
Aparatur, terdiri ,1Lri: 
1. Subbid Pengadaan dan Pemberhentian; 
2. Subbid Data dan Inforrnasi; dan 
3. Subbid Fasilitasi Profesi dan Penilaian Kinerja ASN. 

d. Bidang Mutasi dan Pro gram, terdiri dari: 
1. Subbid Mutasi; 
2. Subbid Kepangkata.i; dan 
3. Subbid Pensiun. 

e. Bidang Pengembang tn Kompetensi Aparatur, terdiri dari: 
1. Sub bid Pengemb .mgan Korn oetensi; 
2. Subbid Diklat Pe.jenjangan dan Sertifikasi; dan 

BAB IV 
BADAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
BAI.AN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 27 

( 1) Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri d .ri: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbag Program .. {euangan. 

c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari: 
1. Seksi Laya.ian dan Teknologi Informasi; 
2. Seksi Pengembangan Koleksi Bahan Pustak dan Deposit; dan 
3. Seksi Kelerr bagaan Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 

SDM. 
d. Bidang Kearsipan, terdiri dari: 

1. Seksi Layanan Kearsipan; 
2. Seksi Pengernbangan ds.n Pe lestarian Arsip; Jan 
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kearsipan dan SDM Kearsipan. 

e. Kelomp ok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesembifan Belas 
D!NAS PERPUSTA.KAAN DAN KEARSIPAN 

Pasal 26 

3. Seksi Keamanan Informasi. 
e. Bidang Persandis.n dan Statistik, terdiri dari: 

1. Seksi Persandian; 
2. Seksi Monitoring dau Evaliasi; dan 
3. Seksi Pengelolaan Data Stat stik. 

f. Kelompok Jabatan Fi ngsional. 
(2) Bagan Dinas Komunikasi dan Infc rmatika sebagaimana tercantum dalam 

lampiran XXII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bnpati ini. 



( 1) Orga; iisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

Bagian Keempat Belas 
DINAS TENAGA KERJA 

Pasal 21 

(1) Organisasi Dinas Lingk ngan Hidup clan Kehutanan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbag Pr ogram dan Keuangan. 

c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari: 
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas. 

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengedalian Pencemaran, 
terdiri dari: 
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah 83; 
2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; clan 
3. Seksi Pemeliharaan T .ingkungan Hid up. 

e. Bidang Kehutanan; 
1. Seksi Pengelolaan Eutan; dan 
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran XVII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari 
Per.ituran Bu pati ini. 

Bag~.an Ketiga Belas 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

Pasal 20 

a. .'(epala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Umum dan l~epegawaian; dan 
2. Subbag Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Perumahan, Terdiri dari. 
1. Seksi Pengendalian Perumahan; 
2. Seksi Pem bangunan Perumahan; dan 
3. Seksi Pengembangan Perumahan. 

d. Bidang Kawasan Permu.ciman, terdiri dari: 
1. Seksi Infrastruktur Kawasan Permukiman; 
2. Seksi Pengem x.ngan Fawasan Permukiman; dan 
3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman. 

e. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi, terdiri dari: 
l. Seksi Pengujian Kendaraan; 
~. Seksi Sarans dan P ·asarana; dan 
3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas. 

f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
1. Seksi Rekayasa .Jals.n dan T'ata; 
2. Seksi Operasi da·l Pengendalian Lalu Lintas; dan 
3. Seksi Angkutan can Termin. J. 

g. Kelompok Jabatan F .. mgsional. 
(2) Bagan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI merupakan Bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



( 1) Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 

Bagian Keenam Belas 
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 

Pasa.l 23 

( 1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari: 
a. Fepala Dinas; 
b. Sekretariat, terd .ri dari: 

1. Subbag Program; dan 
2. Subbag Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Sarana dan Prasarana, cerdiri dari: 
1. Seksi Lahan dan 'rigasi; 
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan hlsintan; dan 
3. Seksi Iklim dan Per indungan Tanaman. 

d Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari: 
1. Seksi Perbenihan; 
2. Seksi Produ. .si; dan 
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran. 

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari: 
1. Seksi Perbenihan; 
2. Seksi Produksi; dan 
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran. 

f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari: 
1. Seksi Kelembaga.an dan Kemitraan; 
2. Seksi Ketenagaan; dan 
3. Seksi Metode dan Inforrnasi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
'.2) Bagan Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima Belas 
DINAS PERTANIAN 

Pasal 22 

b. Sekretariat, tero iri dari: 
1. Subbag Tata Usaha; dan 
2. Subbag Keungan dan Program. 

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri dari: 
1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas; 
2. Seksi Pelatihan Kerja; dan 
3. Seks i Kelembagaan Pelatihan. 

d. Bidang Hubungan Industrial jan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri 
dari: 
1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 
2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan 
3. Seksi Persyaratan Kerja. 

e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 
.erdiri dari: 
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi; 
2. Seksi Pengernbangar- dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan 
3. Seksi ESDM. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(1) Organisasi Dinas Komu.iikasi dan . nformatika terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan 
2. Subbag Um· tm dan Kepegawaian. 

c. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari: 
1. Seksi Informasi Pu blik; 
2. Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik; dan 
3. Seksi Telekomunikasi. 

d. Bidang E-Government, terdiri dari: 
1. Selrsi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi; 
2. Seksi Pernberda aan Aplikasi; dan 

Bagian Kedela pan Ee las 
DINAS KCJMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

l 'asal 25 

(1) Organisasi Dinas Ketahanar. Pangan terdiri dari: 
a. Kepala Linas: 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Evaluasi; dan 
2. Subbag Umum. 

c. Bi dang Ketersediaan Pangan, terdiri dari: 
1. Seksi Ketersediaan Pangan; 
2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan 
3. Seksi Kerawanan Pangan. 

d. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 
1. Seksi Distribusi Pangan; 
2. Seksi Harga Pangan; dan 
3. Seksi Cadangan Pangan. 

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari: 
1. Seksi Konsumsi Pangan; 
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan 
3. Seksi Keamar an Pangan. 

f. Kelompok Jabatan Pungsional. 
(2) Bagan Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran 

XXI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketujuh Belas 
D.lNAS ICET...\HANAN PANGAN 

Pasal 24 

b. Sekretariat, terd · ri dari: 
1. Subbag Um1.1m dan Keuangan; dan 
2. Subbag Perencanaan dan Evaluasi. 

c. Bidang Perikanan, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan; 
2. Seksf ProduksiPerikanan;dan 
3. Seksi Pengolahan hasil Perikanan. 

d. Bidang Peternakan, erdiri dari: 
1. Seksi Kesehatan Hewan; 
2. Seksi Produksi Peternakan; dan 
3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan. 

e. Kelompok .Jab.atan Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran XX men pakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



(1) Org misasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Selrretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan 
2. Sub bag Urr .. um dan Kepegawaian. 

c. B .. dang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja 
Aparatur, terdiri c:iari: 
1. Subbid Pengadaan dan Pemberhentian: 
2. Subbid Data dan Informasi; clan 
3. Subbid Fasilit a :i Profesi dan Penilaian Kinerja ASN. 

d. Bidang Mutasi dan Program, terdiri dari: 
1. Subbid Mutasi; 
2. Subbid Kepangkatan; dan 
0. Subbid Pensiun. 

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari: 
1. Subbid Pengembangan Kompetensi; 
2. Subbid Diklat Perje jangan dan Sertifikasi; dan 

, 

BAB IV 
BADAN DAERAH 

Eagian Kesatu 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DA7A MANUSIA 

Pasal 27 

(1) Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; clan 
2. Subbag Program Keuangan. 

c. Bidang Perpustakaa r, terdiri dari: 
1. Seksi Layanan dan Teknologi Informasi; 
2. Seksi Pengembangan Koleksi Bahan Pustak dan Deposit; can 
3. Seksi Kelembagaan Pembinaan Perpustakaan dan Pt .ige-nbangan 

SDM. 
d. Bidang Kearsipan, terdiri dari: 

1. Seksi Layan an Kearsipan; 
2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Arsip; dan 
3. Seksi Fembinaan Kelembagaan Kearsipan can SDM Kearsipan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional, 
(2) Bagan Diuas Perpustakuan sebagnimana tercantum dalam lampiran XXIII 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesernbilan Belas 
DiNAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

Pasal 26 

3. Seksi Keaman a.i Informasi, 
e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari: 

1. Seksi Persandian; 
2. Seksi Monitoring dan Evaliasi; dan 
3. Seksi Pengelolaan [ ata Statistik. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam 

lampiran XXII merupakan Bagia 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



(1) Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri 
dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Suhbag Program; 
2. Subbag Keuangan; dan 
3. Subbag Umum. 

c. Bidang Pendapatan 1, terdiri dari: 
1. Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan , 
2. Subbid Penagihan dan Pengendalian; dan 
3. Subbid Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pendapatan 2, terdiri dari: 
1. Subbid Pendataan dan Penilaian P3B BPHTB; 
2. Subbid Pengolahan Data dan Informasi PBB BHPTB; dan 
3. Subbid Penagihan dan Keberatan Pendapatan Lainnya. 

e. Bidang Anggaran, terdiri dari: 
1. Subbid Anggaran 1; 
2. Subbid Anggaran 2; dan 
3. Subbid Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Bagian Ketiga 
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET )AERAH 

Pasal '29 

(1) Organisasi Badan Perencan aan Pembangunan Daerah terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdi: i .lari: 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbag Keuangan dan Asset; dan 
3. Subbag Penyusunan Program. 

c. Eidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: 
1. Subbid Ekor ... omi dan Pembangunan; 
2. Subbid Industri, Inovasi Sumber Daya Alam. 

d. Bidang Infrastrukt.ur dan Pengernbangan Wilayah, terdiri dari: 
1. Subbid Fisik Prasarana; 
2. Subbid Pengemb. ngan Wilavah. 

e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari: 
1. Subbid Pemerintahan dan Desa; 
2. Subbid Kesejahteraan Rakyat. 

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari: 
1. Subbid Peng embangan Iptek dan Penge1olaan LPSE; 
2. Subbid Data Informasi dan Pelaporan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran XXV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
BAD.Alf PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 28 

3. Sibbid Diklat Struktural dan Fungsicnal. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Baran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
seb.igaimana tercantum dalam lampiran XXIV merupakan Bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(1) Organisasi Kecamatan Daerah Kabupaten Padang Lawas terdiri c·;::-.·i: 
a. Camat; 
b. Sekretaris Camat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Seksi Pelayanai t Umum; 
d. Seksi Tata Pemr rintahan; 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 
f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Sosial. 

BABV 
KECAMA'rAN 

Pasal 31 

Asset Daerah 
Bagian yang 

(1) Organisasi Badan Pendapara .. n, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah terdiri 
dari: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, ter::liri dar: 

1. Subbag Umur 1: 
2. Su bbag Keuan gan; dan 
3. Subbag Program. 

c. Bidang Pencegahan Jan Kesiapsiagaan, terdiri dari: 
J . Sub bid Pencegahan: 
2. Subbid Kesis.psiagaan. 

d. Bidang Kedaruratan, terdiri dari: 
1. Subbid Tanggap Darurat; 
2. Subbid Distribusi dan Logisrik. 

e. Bidang Rehabilitasi c 111. Rekonstruksi, terdiri dari: 
1. Subbid Rehabilitasi; 
2. Subbid Rekonstrukui 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan 

sebagaimana terca itum dalam larnpiran XAVII merupakan 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
BADAN PE~TANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Pasal -30 

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: 
1. Sub bid Per bendahai aan 1; 
2. Subbid Perbendaharaan 2; dan 
3. Subbid Perb endaharaan 3. 

g. Bidang Akuntar si, terdiri dari: 
4. Subbid Akuntansi; 
5. Subbid Pelaporan: dan 
1. Subbid Pertanggung Jawaban. 

h. Bidang Asset, terdiri dari: 
1. Suboid Manajemen dan Analisa Kebutuhan; 
2. Subbid Distribusi dan Pengamanan; dan 
3. Subbid Inventarisasi dan Pemeliharaan. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Fagan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI merupakan Bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Hal-hal yang belum diatur dal-un Peraturan irn, akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 

BAB IX 
KETENTUAN PENU"'UP 

Pasal 34 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Kesatuan Bangs 1 dan Politik dan Sekretariat Dewan Pengurus 
KORPRI Kabupaten masih tetap berlaku sambil menunggu adanya 
ketentuan lebih lanjut. 

(2) Bagan Kantor Kesatuar. Bang a dan Politik dan Sekretariat Dewan 
Pengurus KORPRI Kat upaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XL 
dan lampiran XLI rr crupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VIXI 
KETFNTUAN PERALIHAN 

Pasal 33 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(3) Kelompok .Iabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin 
oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional d.tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(5 Jenis dan jenjang jabatan funsional diatur berdasarkan peraturan 
pe rundang-undangan yang berlaku. 

(6) Ke lompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(7 J Dalam melaksanakan tugas setiap Pim pinan Unit Organisasi dan Kelompok 
Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-inasing maupun antar Satuan 
Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di 
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-rnasing. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasat 33 

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas dan 
Badan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas /Pa. ian. 

(3) Unit Pelaksana Teknis dibentuk sesuai dengan keburuhan Dinas Badan dan 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 32 

(2) Bagan Kecamatan sebagairnana tercantum dalam larnpiran XXVIII sarnpai 
dengan lampiran XXXIX merupakan Ba.gian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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LAMPIRAN V 
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DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 
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LAMPIRAN VII 
NO MOR 
TANGGAL 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH 
KABUPATEN PADANG LAWAS 



r 

SEKSIBANTUAN 
STIMULANT DAN 

PENATAAN 

SEKSI 
PENDAMPINGAN DAN 

PEMaERDAY AAN 
FAKIR MISKIN 

I SEKSI IDENTIFIKASI 

l 
DAN PENGUATAN 

KAPASITAS 

SEKSI - 
FEMBERDAY AAN 

SOSIAL 

SEKSI 
PENGEMBANGAN - 

POTENSI 
SU1v1BER 

KESEJAHTERAAN 

SEK SI 
PENGELOLAAN 
SUMBER DANA ,___ 

BAN1 . .\ '~osIAL 

BID ANG 
PEMBEI::)AY rv: _ i 

SOSIAL 

r:::::PENANGANAN,1 I FAKIR MISKIN 

UPTD 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 
SOSIAL KORBAN 

BEN CANA 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

SOSIAL 

SEKSIJAMINAN 
SOSIAL 

BID ANG 
PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 

SOSIAL 

SUBBAG KEUANGAN 
SUBBAGUMUM 

DAN 
KEPEGAWAIAN 

SEKSI REHAB I LIT ASI 
SOSIAL ANAK 

SEKSI REHABILITASI 
SOSIAL 

PENYANDANG 
DISABILITAS DAN 

LANJUT USIA 

SEKSI REHABILITASI 
SOSIALTU:'.ll"A 

SOSIAL, KORBAN 
PERD.AGANGAJ'; 

ORANG & TINDAK 
KE KE RAS AN 

SUBBAG 
PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 

[ 

BIDAfTG 
REH,\.:JILITASI 

SOSIAL 

SEKRETARIAT 

DIN AS 

LAMPIRAN VIII: PERAT~ BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR : .3~ vf.lhUn ~/e, 
TANGGAL : e}J- /l~Dll"~I~ 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAERAH 
KAB'JPATEN PADAi"-lG LAWAS 



------------- 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK DAN 
KEKERASAN ANAK 

SEK~! 
PEP.LIND UNGA~ 

I PEREMPUAi-l' 1)AN 
DATA KEKERASAN 

PEREM?UAN 

BID ANG 
PERi.INDUi-lGAN HAK 

PE.t<EMPUAN 
PERLINDUNCAN 

KHUSUS ANAK, DAN 
PEMENUHAN HAK 

ANAK 

! SEKSIPEL2MBAGAAN 
PENGURUSTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAY AAN ,.....__ 

PEREMPUAN BIDANG SOSIAL 
POLITIK DAN HUKUM 

SEKSIPELEMBAGAAN 
PENGARUSTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAY AAN ,.....__ 
PEREMPUAN BIDANG 

KUALITAS KELUARGA DATA 
DAN INFORl\fASI 

~SIPELEMBAGAAN 

I 
PENGARUSTAMAN GENDER _ 

PEMBERDAY AAN 

I 
PEREMPUAN BIDANG 

_ EKONOMI 

BID ANG 
K..., . .LITAS HID UP I 
PEREMP'JA:'.'T DAI; 
KUALITAS HIDUP 

KELUARGA 

UPTD 

SUB BAG 
KEUANGAN DAN 

SARAN A 

SUBBAGTATA 
USAHA 

SUB BAG 
PERENCANAAN 

SEKRETARIAT 

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
3.t J'11Jut#/ P..,1& 
~ f/4/JAtb()(' /l4/6. 

LAMPIRAN IX 
NO MOR 
TANGGAL 

DIN AS 

SEKSI 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 

INFORMASI 
KELUARGA 

SEKSI 
PENYULUHAN 

DAN 
ENDAYAGUNAAN 

PLKB 

SEKSI ADVOKASI 
DAN 

PENGGERAKAN 

BID ANG 
PENGF.NDALIAN 

PENDUDUK, 
PENYULUHAN 

DAN 
PENGGERAKAN 

I 

BID ANG 
·- :LUARGA 

BEREN CANA, 
KET AHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

KELUARGA 

SEKSI JA.MINAN 
BER-KB 

SEK SI 
PEMBINAAN 

KESERTAAN BER- 
KB 

SEKSI 
KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN 

~~ T,lT ''<GA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIUNAL 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 



s 

SEKSI DATA PROFIL ....., 
DAN EVALUASI 

PERKEMBANGAN 
DESA 

SEKSI 
PEMBERDAY AAN 

DESA BINA.\N DAN 
PKK 

SEKSI 
KEMASY ARAKAT J\.N 

DESA 

~ ( I 

j *I I 

I UPTD I .0 
-:1 

BID ANG 
PEMBERDAYAAN 

MASY ARAKAT DESA 

SUB BAG 
KEPEGAWAIAN, 

UMUMDAN 
KEUANGAN 

SUB BAG 
PhRENCANAAN 
PROGRAM DAN 

PELAPORAN 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
)IL. {/flJu,IJ ~16 
ell'" l'ldllel»~k 4/t, . 

LAMPIRANX 
NO MOR 
TANGGAL 

SEKSI BUMDES, 
UEMDANTTG 

SEK SI 
PENINGKATAN 

KAPASITAS 
APARATUR DESA 

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

DAN C-OTONG 
ROY ONG 

DAN I PEl'HNGKATAN i KAPASITAS 

BID ANG 
PEMBMJ·"-UNAN 

PE MERI NT AHAN 

__ o_E_s_A_-~I 

SEKSI 
ADMINISTRASI 

SEK SI 
PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN 
ASET DESA 

SEKSIPENATAA.N 
DESA 

I BID ANG I PEMERINTAHAN I DESA 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DAN DESA KABUPATEN PADANG LAWAS 



SEKSI PE,1vlANFMTAN 
DATA DAN DOKUMEN 

KEPENDUDUKAN 

SEKSI KERJA SAY.A 

BID ANG 
PEMANFAJ\TfMnATA 

DAN INOV ASI 
PELAYANAN 

KEPENDUDUKA.N - 

I SEKSIPENGOLAHAN I ,D,',N PENYAJlAN DATA 
KF,PENDUDUKAN 

I 

SEKSI TATA KELOLA 
DAN SUMBER DAYA 

MANUSIA TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

L 
SEKSI SISTEM 

INFORMASI 
ADMINISTRASf 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMJ\<a;I J 

ADMINISTRASI 
KEPb;NDUDUKAN 

UPTD 

SEKSIPERUBAHAN 
STATUS ANAK, 

KEW ARGANEGARAAN 
DAN KEMATIAN 

SE1:S~ PERKAWiiiAN 
DAN PERCERAIAN 

SEKSI KET AHIRAN 

-qIDANG PELAYANAN 
PENCATATAN S!~ 

SEKSI PENDATAAN 
PENDUDUK 

SEKSI PINDAH 
::>ATANG PENDUDUK 

SEKSI IDENTITAS 
PENDUDUK 

BIDANG 
PELAYANAN 

PENDAFfARAN 
PENDUDUK 

SUB BAG 
KEUANGAN 

SUBBAGUMUM 
DAN 

KEPEGAW AIAN 

STJBBAG 
PERENCANAAN DAN 

EVf_LUASI 

SEKRETARIAT 

: PERATU~ BUPATI PADANG LAWAS 
. 32. c/f,lh..ulJ ~/& 
. H'ffdVewJbk'~/6. 

LAMPIRAN XI 
NOMC'~ 
TANGGAL 

KEPALA DINAS 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH ~UPATEN PADANG LAWAS 



UNIT ;'~LAKSANA 
SA1r,_,_ PP 

KE~AM.A.TAN 

SEKSi 
PENCEGAHAN 

DAN 
PENYELAMATAN 

INFORMASI, 
PELATIHAN DAN 

MOBILITAS 
PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

I KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBP.N 

UMUMDAN 
PENGAMANAi'i 

SEKSI 
IMBINGAN DAN 
PENYULUHAN 

SE 
PENEGAKAN 

HUBU 
ANT.o\R L 

SATUAN 

MPOK JABATAN I SEY.RETARIAT ---- -- ----- -- - ----·- - --- - - - UNGSIONAL 

I 
SUBBAG 

SUBBAG KEUANGAN I SUBBAG 
ADMINISTRASI PERENCANAAN, 

DAN DAN PERLENGKAPAN I EVALUASIDAN 
KEPEGAW AIAN I PELAPOR'\N 

BID ANG BIDANG BI!)ANG ! BIDANG PENEGJ\KAN OPERASIONAL PEMBINAAN DAN 

I PERATURAN DAN PERLINDUNGAN t'EMADAM 

DAERAH PENGAMANAN MASYARAKAT KEBAICARAN 

L 
SEKSI - 

r-::SI KSI SEY.SI I 

I 
PEMBINAAN 

DAN PENINGKATAN SATUAN I I PEMADA,\11\N 
NGAN LINMAS DAN DAN 
EMBAGA SD.A KEWASPADAAN PENGENDALIAN I 

DINI 

I 
SEKSI DATA, - SEKSI - 

KELO 
F' 

r 

PERATU~ BUPATI PADANG LAWAS 
.3/l {/Q}u,IJ il-ol~ 
#" IVcVfJP1bt- ,LD/6. 

LAMPIRAN XII 
NO MOR 
TANGGAL 

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRA.JA 
DAN PEMADAM KEBA.KARAN KABUPATEN PADANG LAWAS 



---------- 

SEKSI DATA DAN 1-----' 

~EKSI 
MONITORING 

EVALUASI 

SEKSI 
PENGE!'TD.\LIAN 

I BIDANG PENGENDALIAN 
PELAKSE.::.fAAN 

I PENANAMAN MODAL 

SUBBAG PROGRAM, PELAPORAN 
KEUANGAN 

MDAN 
AIAN 

.---:::: 

I 
SEKRETARIAT 

DINAS 

r 
I 

KELOMPOK JABATAN 

I FUNGSIONAL i 
SUBBAGUMU 

KEPEGAW 

BIDANG PENGEMBANGAl~ BIDANG PELAYANAN -----1 
IKLIM INVESTAS! PERIZINAN TERPADU I 

I 
I 

I 
I 

I 
SEKSI 

I 
SEKSI I 

PER~NCANAAN ·- PELAYANAN I 
I I 

INVESTASI I PER!ZINAN I 
I 

I 
I 

SEKSI PROMOS! SEKSI NON I 
PERIZINAN I 

I 
I 

-- I 
SEKSI I 

SEKSI I 
KERJASAMA VERIFIKASI I 

PERIZINAN I 

PERATURAN BUPATI PADANG LAW AS 
31.. T"hll11 ll<Jt6 s«: NN~111J,1r /U>/6 . 

LAMPIRAN XIII 
NO MOR 
TANGGAL 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU DAERAH l{;J3UPATEN PADANG LAWAS 



________________________ __. 

SEKSI PEMBINAAN 
PASAR 

UPTD 

SEKSI PENATAAN DA.r: 
PENGEMBANGAN 

PASAR 

SEKSI 
PENOAWASA.I>; 

DAN 
PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

i 

SEKSI BINA 
USAHA 

PERDAGANGAN 
DAN JASA 

BIDANG PASAR 
BIDANG 

PERDAGANGAN 

SEKSl PROMOS! 
DAN INVESTASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHAIKM 

-~ BTDANG 
PERINDUSTRIAN 

SEKSI 
PERMODALAN, 
PEMBIAYAAN 
DAN SIMPAN 

PIN JAM 

SEKSI 
PEMBINAAN 

KELEMBAGAAN 
KOPERASIDAN 

UKM 

BID ANG 
KOPERASIDAN 

UKM 

SUBBAGUMUM SUBBAG 
PROGRAM 

SUB BAG 
KEUANGAN 

SEKRETARIAT 

PERATURAN :SUPATI PADANG LAWAS 
l>L ~aJw11 ~l-6 
M" It/ JI/~ b.Q ~/,6. 

.__ __ D_I_N_A~~ 

LAMPIRAN XIV 
NO MOR 
TANGGAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 



SEKSI 
PEMELIHARAAN 
JEMBATAN DAN 

JALAN 

SEKSI JEMBATA.N 
SEKSI SUNGA!, 

WADUK DAN RAWA 

SEKSI 
OPERASIONAL DAN 

PEMEL 

SEKSIJALAN SEKSI BENDUNG 
DAN IRIGASI 

I BIDANG PENGAIRAN 
BIDANG BINA 

MARGA 

UPTD 

I 

BIDANG BINA PROGRAM I 
I 

SF.KSI SURVEY DAN 
PENDATAAN 

I SEKSI I 

MONITORING, 
EVALUASIDAN 

PELAPORAN 

- 
SEKSIPENYUSUNAN 

PROGRAM 

_J 
SEKSI 

PENGENDALIAN 
RU ANG 

SEKSII ~ --i 

PEMANFAATAN' I 
RU ANG . 

SEKSI 
PERENCANMN 
TATARUANG 

SEKSI 
PERTAMANAN DAN 

PENERANGAN 

i--- ' SEY.SI TATA 
BANG UN AN 

SEKSI PEMEL 
KECIPTAKARYAAN 

BIDANG CIPTA 
KARYADAN 

PERTAMANAN 

BIDANC' '?EMANFAI\TAN 
.:>AN PENATAAN RUANG 

KEUANGAN 
SUBBAG 

PERLENGKAPAN 
SUBBAGUMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

r 
KEWMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

KEPALA DINAS 

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOM'JR 3,R. vo4u~ }JA)I( 
TANGGAL µ f'ldJIUHJ.t- ~( 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM 
DAERAH KABUPATEN PADfu'lG LAWAS 



SEK5I O.PERASI 
DAN 

PENGENDALIAN 
LALU LINTAS 

SEKSI >-- 

PENGUJIAN 
KENDARAAN 

- 

SEKSISARANA -- 
DAN PRASARANA 

SEKSI - KESELAMATAN 
LALU LINTAS 

SEKSIREKAYASA 
JALAN DAN DATA 

BIDANG SARANA 
PRASARANA DAN I 
TRANSPORTASI , 

BIDANG LALU I 
LINT AS 

ANGKU'1 AN JALAN 

UPTD 

SEKSI 
SEKSI INFRA.,<::TRUKTUR 

PENGENDALIAN KAWA'8AN 
PERUMAHAN PERMUKIMAN 

SEKSI 
SEKSI PENCrEMBANGAN 

PEMBANGUNAN KAVi'ASAN 
PERUMAHAN .PERMUKIMAN 

SEKSI SEKSI 
PENGEMBANGAN PERTAMANAN 

PERUMAHAN DAN PEMA..T(AMAN 

BID ANG 
PERUMAHAN 

BIDA.1'TG 
Kfl.WASAN 

PERMUKIMAN 

SUBBAG 
PERENCANAAN DAN 

IiliUANGAN 

SUBBAGUMUM 
DAN 

KEPFr.. • W AIAN 

SEKRETARIAT 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
..3~ 7ah.u11 LD/6 
oll' AlrJVen, J, If' olt:>! 6 . 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

LAMPIRAN XVI 
NO MOR 
TANGGAL 

KEPALA DINAS 

STRUICTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH 
KABUPATEN PADANG LAWAS 



s 

SEKSI 
PEMBERDA'i' AAN 

MASYARAKAT 
DAERAH 

- - PENY ANGGA 
IA~ 

'-------- 
HUTA."l 

SEKSI 
?ENGELOLAAN 

/ 

BIDANG KEHUTAfJ'I\N 

I 

SEKSI PEMELIHARAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

SEKSI PBNCEMARAN 
Dn.N Y.ERUSAKAN 

LING KU NGAN 

SEKSIPENGELOLAAN 
SAMPAH DAN LI:.:3AH I 

83 

PEN<;EiviARAN 

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, 
LIMBAH B3 DA.l i- .JENDALIAN 

SEKSI PENINGK,\TAN 
KAPASITAS 

SEKSI PENGADUAN DAN 
?ENEGAKAN HUKuM 

SEK~IPERENCANAAN 
DA."l" KAJIAN DAMPAK 

LlNGKUNGAN 

BIDANG PENATAAN, 
PENAAT,ili Dn.., 

PENINGKATAN KAPASITASI 

SUBBAG PROGRAM DAN 
KEUANGAN 

SUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT I 
KEPALA DINAS 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
!;'2. vQ"-u,, Jl..t>t6 
k Alt1remi:>Pr,l.l)t6. 

I 

LAMPIRAN XVII 
NO~,IOR 
TANGGAL 

l kEuOMPOKJABATAN 
I•UNSIONAL UMUM 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUT!.NAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 



UPTD 

.. 

,{~"f ~~lESDM 

/ ~~ ! 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 
DAN PERLUASAN 

KESEMPAfAN 
KERJA 

SEKSI 
f'ENEMPATAN 

TEl'in.GA KERJA 
DAN 

T~SMIGRASI 

!:::>ANG 
PENEMPATAN 

TENAGA KERJA DAN 
PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA 

SEKSI 
PERSYARATAN 

KERJA 

PENGUPAHAN 
DAN JAMINAN 

SOSIAL TENAGA 
KERJA 

SEK SI I 

SEKSI 
PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN 

HUB UNG AN 
INDUSTRIAL 

BIDANG 
HU:P.:.·· ''}AN 

INDUS'LIAL DAN 
vAMINAN SOSIAL 
TENAGA KE,<JA 

I 

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

PELATIHAN 

SEKSI PEIATIHAN 
KERJA 

SEKSI 
lNFORMASI 

PASAR KERJA 
DAN ANALISIS 

PRODUKTIVITAS I 

r-------, 
I.__ __ _, 

BID ANG 
PELATIHAN 
KERJADAN 

PRODU:h .. i'l\ .• s I 
TENAGA. Kt:RJA 

I 

I ...------'---- - 

SUBBAG KEUANGAN 
DAN PROGRAM 

KEPALA DINAS I 
I 

I SEKRETARIAT 
I 

I 

I SUBBAGTATA I USAHA 

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR : 3~ (laJrhA ~/6 
TANGGAL : ,U-1'1/tJ,./'e,, J.v Jl.t>I'- 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA 
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 



s 

- SEKSI PENGOLAHAN 
DAN PEMASARAN 

I SEKSIKETENAGAAN - I I SEKSI PROLUKSI 

SEKSI METODE DAN 
INFORMASI 

SEKSI PERBENlHAN SEKSIKELEMBAGAAN 
DAN KEMlTRAAN 

BIDANG PERKEBUNAN I Blfl '\NG PENYULUH,~N 

UPTD 

BIDANG TAN.AMAN PANGAN I 
DAN HORTIKULTURA 

SEKSI PERBENIHAN 

I 
SEKSI PRODUKSI I 

I 

SEKSI PENGOLAHAN DAN 
l'tMASARAN 

SEKSI IKLIM DAN 
PERLINDUNGAN TANAMAN 

SEKSI PUPUK, PESTISIDA, 
DAN ALSiNTAN 

SEKSI LAHAN DAN IRIGASI 

BIDANG ',ARANA DAN 
PRASARANA 

SUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAW AIAN 

SUBBAG PROGRAM 

SEKRETARIAT 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
3J.L 'J"ahuA ;J..,c/6 
a« A/ ~fl/,1~ /U)/6. 

LAMPIRAN XIX 
NO MOR 
TANGGAL 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
UMUM 

DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 

w-------------- 



UPI'D 

3EKSI PRODUKSI 
PETE RN AKAN 

SEK:::IKESEHATAN 
HEW AN 

I 

Li:DANG PETERNAKAN 

SEKSI PENGOLAHAN HASIL 
PERIKA.IIIAN 

SEKSI PRODUKSI 
PERIKANAN 

SEKSIPENGEMBANGAN 
USAHA PERIKANAN 

I 

I 
I 

BII.,J"\NG PERIKANAN 

EVALUASI 
PERENCANAAN DAN 

SUBBAG UMUM DAN 
KEUANG!\N 

SUBBAG 

I 

SEKRETARIAT 

KEPALA DINAS 

: PERATURAN f}UPATI PADANG LAWAS 
: ~ Jt:1 lw" :l.t>l,6 
= k Ndllu.t°"" ~16. 

LAMPIRAN XX 
NO MOR 
TANGGAL 

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DAERAH 
KABUPATEN PADANG LAWAS 



KEPALA D!NAS I 
I SEKRETARIAT I 

I 
I 

SUBBAG PERENCANAAN 
DAN EVALUASI SUBBAG UMUM 

BIDANG KETERSEDIAAN BIDANG DlSTRIBUSl PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN 
PANGAN KEAMANAN PANGAN 

I 

SEKSI DlSTRIBUSl SEKSIKETERSEDIAAN SEKSI KONSUMSI PANG.-\N 
PANG.I\N PANGAN 

• SEKS! 
SEKSI SUMBER DAYA SEKSI HARGA PANGAN PENGANEKARAGAJ\,lAN 

PANGAN KONSUMSI PANGAN 

SEKSI KERAWANAN SEKSICADANGAN SEKS! KEAMANAN PANGAN 
PANGAN P.-\NGAN 

PERATURAN BUPATl PADANG LAWAS 

S'l '"'\..'-'\-\ 1...C>\ c . 
'2...s ~~" ~'AJ;'7~, '1..0\t. 

LAMPIRAN XX..l 
NO MOR 
TANGGAL 

)INAS KETAHANAN PANGAN DAERAH 
CABUPATEN PADANG LAWAS 



UPTD 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

DATA STATISTIK 

SEKSI 
MONITORING DAN 

EVALUASI 

SEKSI 
PERSANDTAN 

BID ANG 
I PERSA 1\TDIAN 
~STATISTIK 

SEKSIKEAMANAN1--~~~ 
INFORMASI 

SEKSI 
PEMBERDA Y AAN 

APLIKASI 

SEKSI 
INFRASTRUKTUR 
DAN PENERAPAN 

TEKNOLOGI 

SEKSI 
ELEKOMUNIKASI 

SEKST MEDIA, 
KEMITRAAN DAN 

DISEMINASI 
PUBLIK 

SEKSI INFORMASI 
rUBLIK 

B._ '.NG 
INFORMASI DAN I 

KOM'JNIKASI 

SUBBAG UMUM uAN 
KE PEG AW AIAN 

PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

SEKRETARIAT 

BIDANC. ~­ 
GOV;::,RNMENT 

KEPALA DINAS 

PERATURAN BUPATI PADANG LA WAS 
3'-- Jah.lf 11 ,iu>/6 ~"""'~*~(b. 

LAMPIRAN XXII 
NOMOR 
TANGGAL 

KELOMPOK JABAi'AN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
DAER.AH KABUPATEN PADANG LAWAS 



KELEMBAGAAN KEARSIPAN 
DAN SDM KEARSIPAN 

I 

SEKSI PENGEMBANGAN DAN L I 
PELESTARIAN ARSIP -1 
SEKSI PEMBINAAN 

SEKSI tAYANAN KEARSIPAN 

KEAR SIP AN ;I ._____ I 
~-----, 

I 

BIDANG 

SUBBAG PROGRAM 
DAN KEUANGAN 

SUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIS 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
J>R. val.Jt11 :lo/I, 
e/lr N ll/tzA,b+ ~16. 

LAMPIRAN XXIII 
NO MOR 
TANGGAL 

KEPALA DINAS 

SEKSI KELEMBAGAAN 
PEMBINAAN PERPUS­ 
TAKAAN DAN PENGEM 

BANGAN SDM 

SEKSI PE.NGEMBA­ 
NGAN !"OLEI~SI BA­ 
HAN PUSTAKA DAN 

DEPOSIT 

SEKSILAYANAN 
PUST·' 'CA Dn....i TEKNO­ 

!.OGI INFORMASI 

BID ANG 
0E?PUST:..KAAN I 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 
KABUPATEN PADANG LAWAS 



SUBBID D!KLAT 
STRUKTURAL DAN 

FUNGSIONAL 

SUBBID DIKLAT 
PERJENJANGAN 

DAN SERTIFIKASI 

SUB BID 
PENGEMBANG.11..N 

KOMPETENSI 

BIDANG --ii 
PENGE:JBANGAN 

KOMPETENSI 
APARATUR 

SUBBAG 
PERENCf_ .... AN 

DAN KEUANGAN 

UPT 

SUBBAG UMUM I 
DA:'~ KErEGAWAIAN I 

SEKRETARIS 

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR ~:l, 'JaJut'1 J/..()/Q 
T:_NGGAL ~ t1I N llvl6-cr Jld6. 

! SUBBID PENSIUN I 

[SUBBID KEP>\NGKATAN r--- 
SUBBID MUTASI 

BIDANG MUTASI DAN 
PROMOS! 

~UBBID FASILITASI 1--------' 
PROFESI T)AN 

>ENILAIAN KINERJA 
ASN 

SUBBID DATA DAN 
INFORMASI 

--------~ 
$U591D PENGADAAN ,..._ ___, 

DAN 
PEMBERHENTIAN 

I BIDANG PENGADAAN, 

l PEMBERHENTIAN, 
INFORMASI DAN PENILAIAN 

KINERJA APARATUR : 
I . 

I 

KEPALA BADAN 

I KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUK,UR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBE~ 
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 

' . . 



SUB BIDANG DATA INFORMASI 
DAN PELAPORAN 

SUB BIDANG PENGEMBANGAN r------i 
IPTEK DAN PENGELOLAAN I 

LPSE 

BIDANG PENELITIA~ Df ~ 
PENGCMBANGAN 

SUB BAG 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUBBAG 
KEUANGAN 

LDAN ASSET 

SUB BIDANG 
KESEJAHTERAAN R.\KYAT 

r 

SUB BIDANG 
I'EMERINTAHAN DAN. 

DESA 

L BIDANG SOSIAL BUDAYA 

I 

UPT 

SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

WILAYAH 

SUB BIDANG FISIK 
PRASARANA 

IBIDANGINFRASTRUKTUR 
DAN" PENGEMBANGAN 

WIVYAH 

SUB BIDANG INDUSTPJ, 
INOVASI SUMBER DAYA 

ALAM 

SUB BIDANG EKONOMI 
DA..."l' PEMBANGUNAN 

i B~DANGEKONOMIDAN 
LUMBER DAYA ALAM 

SUBBAG UMUM DAN 
KEPJ<:GAWAIAN 

SEKRETARIAT 

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
1'.0MOR _3:l,_ V04vh /lo/6 
TANGGAL J...r' ,v IVIMf W .2.e>/6 . 

• 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK JABATAfT FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN PADANG LAwAS 



SUBBID DISTRIBUSI 
DAN PENGAMANAN 

SUB BID 
PERBENDAHARAAN 3 

SUBBID tv'",ANAJEMEN 
DAN ANALISA 
KEBUTUHAN 

SUBB!D 
PERTANGGUNG­ 

JAWABAN 

SUB BID 
PERBENDAHARAAN 2 

SUB BID 
INVENTARISASI DAN 

PEMELIHARAAN 

SUBBil) PE~APORAN 

SUBBlD AKUNTANSI SUBBID 
PERBENDAHARAAN 1 

BID ANG 
PERBENDAHAR.r.AN BIDANG AKUNTANSI BIDANG ASSET 

SUBBAG 
UMUM 

SUB BAG 
KEUANGAN 

UPT 

I SUBBID INFORMASI 
PENGELOLAAN 

KEUANGAN 
DAERAH 

SUBBID ANGGARAN 
2 

I 
i 

SUBBID ANGGARAN 
1 

KEBERATAN 
PENDAPATAN 

LAINNYA 

DAN 

SUBBID 
PENAGIHAN 

I SUBBID 
PENGOLAHAN 

DATA DAN 
IHFORMASI 
PBB BPHTB 

SUBBID f--- 
NDAT/\h.. I 
PENILAIANI 

I BB BPHTB I 

J::HDANG 
PENDAPA-, Ai, 2 

- 
SUB BID 

EVALUASI DAN 
PELAPORAN 

SUB BID 
PENAGIHAN DAN 
PENGENDALIAN 

SUB BID 
PENDAfTARAN, 

PENDATAAN DAN 
PENETAPAN 

BID ANG 
PENDAPATAN 1 

I 

SUBBAG PROGRAM 

s::KRETARIAT 

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
JL 4lahJl11 ~16 
~ NN,RMJ.t,. ~th. 

KEPALA BADAN 

LAMPIRAN XXVI 
NOMOr< 
TANGGAL 

KEWMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PEf'JGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 



TUG AS 

I 
AS: DANI 

KSI 

BBAG 
GRAM 

D l 
I SEKRETARIAT I 

I 
' 

I SUBBAG I I SUBBAG I SU 
UMUM KEUANGAN PRO 

P'"' '_NG REHABILIT 
REKONSTRU 

I I 
SUBBID REHABILITASI 

I SUBBID REKONSTRUKSI ~ 

---- 

PERATURAN BUPATI PA!JANG LAWAS 
:!>.R. 7 etlw11 )to~ 
k Ndll~IP-, ~I{,. 

LAMPIRAN XX.VII 
NO MOR 
TANGGAL 

. . 
' . 

STRUKT0R BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS 

KEPALABPB 

I 
I 

I BIDANG PE1'.CEGAHAN DAN I BIDANG KEDARURATAN ;r1<.;SIAPSIAGAAN 

I I 
I 

I SUBBID PENCEGAHA.t'l' SUBBID TANGGAP 

L DARURAT 

--- 
SUBBID KESIAPSIAGAAN SUBBIIJ DISTRIBUSI DAN 

LOGISTIK 

I 
SATUAN 

. 

- - 



-------' 

SEKSI TATA 
PEMERINTAHAN 

SEKSI KETENTRAMAN' I 
KETERTIBAN UMUM I 

DAN KESEJAHTER'\AN 
SOSIAL 

SEKSI l 
PEMBERDAYAAN I 

MASYARAK.AT DAH 

.____ __ D_E_s_A I 

SEKSI 
?ELAYANAN 

UMUM 

I I 

SUB BAG 
UMU!vl DAN 

KEPEGA W AIAN L I\N KEUANGAN 

CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
i 

SUB BAG 
PERENCANAAN 

" 

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR 3). 7'~/u,11 hfi 
TANGGAL Jlr Nd'l~'4t- .'JL;/6. 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BARUMUN 



SEKSI KETENTRAW.AN, 
KETERTIBAN UMUM 

DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

SEKSI TATA 
PEMERINTAHAN 

I 
SEKSI 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 

DESA 

SEKSI 
PELAYANAN 

UMUM 

I 

CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
I I 

I SUBBAG I I SUBBAG 
PERENCANAAN I ur.:uM DAN 

DAN KEVANGAN KEPEGA W AJ A.N 

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
3>~ J'ah.1111 ~u 
k NffY'lHI ~ fJ..lJ/6 . 

LAMPIRAN XX.IX 
NOMOR 
TANGGAL 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUBUK BARUMUN 

• 



AS 

CAMAT 

SEKRETARIS CAtv~AT 

- - I 
I I 

I 
- 

SUBBAG SUBB!.G 
PERENCANAAN 

I 
lJMUM DAN 

DAN KEVA ~GAN KEPEGA WAIAN 

I I I 

I SEKSI I ScKSI KETENTRAMAN, 
SEKSI TATA PEMBERDAY AAN KETERTIBAN UMUM 

PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DAN KESEJAHTERAAN 
IJESA SOSIAL 

SEKSI 
PELA YANAN 

UMUM 

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR ~ '}r:,Ju.,,, ~ft 
TANGGAL ~ l'vefYt.A#fPJr ~/-6. 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMAT,AN ULU BARUMUN 



SEKSI KETENTRAMAN, 
KETERTlBAN UMTJM 

DAN KBSEJAHTERAAN 
SOSIAL 

I SEKSI 
I PEMBERDA YAAN 

I 
MASYARAKAT DAN 

DESA. 

SEKSi '!'ATA 
PE~~ERINTAHAN 

I I r 
SEKSI 

PELA YANAN 
UMUM 

I 
SUBBA0 I 
MUM DAN 
PEGAWAIANI 

J 

CAMA~ 

SEKRETARlS CAMAT 

- I 
I __._ 

SUBBAG I 
I PE REN CANAAN u 

DAN KEUANGAN 1KE 

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOP 312- Vd/u,11 :lot6 
TANGGAL k .'fl(f)l~;l'.1'.2-o/(, 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BARUMUN SELATAN 

• 



AS 

, SEKSI KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN liMUM 

DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

I SEKSI 
I PEMBERDA y AAN I 
I MASYARAKAT DAN l L DESA 

SEKSI TATA 
PEMERINTAHAN 

I 
SEKSI 

PEL/\YANAN 
UMUM 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
- l_ I 

SUB'RAG SUB BAG 
PERENCANAAN UMUM DAN 

DAN KEUANGAN KEPEGA WAIAN 

CAMAT 

LAMPIRAN XX.XII : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR l»;l :Jakt/11 M f 6 
TANGGAL k fllc!V~~ /q,/6. 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM 

• 



SEKSI KETENTRAIAAN, 
KETERTIBAN UMUM 

DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

SEKSi 
PEMBERDAY AAN 

MASYARAKAT DA:,.J 
DESA 

SEKSI TATA 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
PELAY Al'~;\N 

UMUM 

l I 

CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
I I 

0UBBAG SUBBAG 
PERENCANAAN UMUM DAN 

DAN KEUANGAN KEPEGA WAIAN 

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NO MOR 3J. lo kt.I,, Ml-6 
TANGGAL r!-4' NtN:.w~ ~16 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN HUTA RAJA TINGGI 



I SEKRET/-\RIS CAMAT I 

I 
- I 

I I 
I 

I STJBBAG SUBBAG 
I PERENCA1-l'AAN UMUM DAN 

D! N KELTANGAN 
I 

KEPEGAWAIAN 

CAMAT 

I I 
SEKSI 

I 

SEKSI SF:KSI KETENTRAMAN, 

PELA YANAN SEKSI TATA PEMBERDAY AAN KETERTII3AN UMUM 

UMTJM PEMERINT!\HAN MASYARAKAT DAN DAN KESEJAHTERAAN 

I DESA SOSIAL 

LAMPIRAN XXXN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR ~ ~qA.#'1 ;l_afl, 
TANGGAL M" Nd'V~h ~f,,6 

STRUKTUR ORGANISASI KRCAMATAN SOSOPAN 

• 
'~ 



! CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
I I 

I SUBBAG SUB BAG 
PERENCA.NAAN UMUM DAN 

DAN KEUANGAN KE PEG AW AIA1~ 

I I 
SEKSI SEKSI KETENTRAMAN, 

PEMBERDAY A.AN KETERTIBAN UMUM 
MASYARAKAT DAN DAN KESEJAHTERAAN 

DESA I SOSIAL 

: PERATURAN BUPATI PADANG LA WAS 
.32. vaJv/11 :l.tJ16 
M' /\/ tfV(lm~ ~ti, 

LAMPIRAN XXXV 
NOMOR 
TANGGAL 

• 
.. 

. • . 
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOSA 

I I 
SEKSI S~KSITATA PELA YANAN PEMERINTAHAN 
UMUM 

- 



~ 

I * I ~~~=tuiirJ--- 

I SEKSI I PEMBERDA y AP.N 
MASYARAKAT DAN 

DESA 

I 

SEKSITATA 
PEMERINTAHAN 

I 

SUB BAG I UMUM DAN I 
~PEGA WAIAN I 

SUB BAG 
PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
SEKSI 

PELAYANAN 
lJMUM 

SEKRETARIS CAMAT --~~~~~~~~~~~ ---~-------' 
CAMAT 

SEKSI KETENTRAMAN, 
KETZiITIBAN UMUU 

['AN KESEJAHTERA...I\N 
SOSIAL 

LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NOMOR .3,2 ']a)iun lloll, 
TANGGAL tR.r A/y(!flfb-tr ilcJ6 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN 

- . . • 
.. 



SEKS1 
PEMBERDAYAAH 

MASYAPAKAT DAN 
DESA 

SEKSITATA l 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
?ELA YANAN 

UMUM 

CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
I I 

I SUBBAG I SUB BAG I PERENCANAAN DAN I UMUM DAN 
KEPEGA WAIAN KElJANGAN 

LAMPIRAN XX.XVII : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
NuMOR ,3,2. 7aJu,11 ~/,6 
TANGGAL # fl/&Vem/Jlt-S)..()H, 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN 

"' 
• 



I I 
SEKSI SEKSI KETENTRAMAN, 

PEMBERDAY AAN KETERTIBAN UMUM 
MASYARAKAT DAN DAN KESEJAHTSRMN 

DESA sos.Ai. 

SUBBAG 
UMUM DAN 

KEPEGA W AIAN 

SEKRETARIS CAMAT 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
32.. 'JaJwrJ P.l>IJ 
~ NcJVu,~ Jut6. 

SUBEN} 
Pc-i<ENCANAAN DAN 

KEUAT\IGAN 

CAMAT 

LAMPIRAN XX.XVIII 
NO MOR 
TANGGAL 

.. 

SEKSITATA 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
PELA YANAN 

UMUM 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BARUMUN TENGAH 



SEKSI KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN UMUM 

DAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

SEKSI 
PEMBERDA Y AAN I MASYARAKAT DAN L DESA 

SU;JBAG 
UMUM DAN 

K8PEGA W AIAN 

CAMAT 

SEKRETARIS CAMAT 

I 
I I SUBBAG I 

I FERENCANAAN DAN 
KEUAN0AN 

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
3 ~ 'jct Jutn P-1; 1.6 
k Ndl/t.mW ~-6- 

LAMPIRAN XXXIX 
NOMOR 
TANGGAL 

.. . . 

SEKSITATA 
PEMERINTAHAN 

SEKSI 
PELAYANAl\J" 

UMUM 

I 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN HURISTAK 

.. 



SEKSIKETAHANAN 
EKONOMI 

SEKSI KEORGANISASIAN DAN 
POLITIK 

SEKSIKESATUAN 
BANGSA DAN 

KESIAPSIAGAAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGTATA 
US.AHA l-- 

1 ~~-_____. 

I 

I 

KEPALA KANTOR 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
)IL rfa~11 ~16 
~l\lcJVe,,,~ JU;/6. 

LAMPIRAN XL 
NO MOR 
TANGGAL 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN PADANG LAWAS 

.. . .. 

.. } 



s 

I I 
SUBBAG OLAHRAGA, ~UBBAG USAI--IA, SENI, BUDAYA, MENTAL BANTUAN HUKUM DAN ROHANI 

DAN SOSIAL 

SEKRETARIAT 

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS 
3~ J'ct/,u/A }u)/6 
M NNfN(I,(¥ $'~t6 

LAMPIRAN XLI 
NO MOR 
TANGGAL 

/susBAG uMuM DANI I KERJASAM.A 

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 
KABUPATEN PADANG LAWAS 

r .. .. 


